BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Michel Foucault adalah seorang filsuf yang juga dikenal sebagai
cendekiawan yang cukup memberi andil dalam beberapa bidang khusus ilmu
pengetahuan. Semasa hidupnya Foucault telah menghasilkan pelbagai karya
intelektual. Pemikiran Foucault mengenai relasi kuasa secara terperinci
digambarkan dalam karyanya Discipline and Punish: The Birth of Prison,
Power/Knowledge dan The History of Sexuality, ia memberi perhatian
mengenai bagaimana kuasa itu bekerja dan dijalankan dalam seluruh aspek
kehidupan manusia. Foucault memiliki cara pandang yang berbeda mengenai
kuasa dari kebanyakan filsuf dan para pemikir lainya. Foucault memaknai kuasa
bukan sebagai suatu kepemilikan seseorang terhadap sumber-sumber atau aset
kekuasaan, melainkan lebih mengarah kepada penerapan disiplin, pengontrolan
dan pelbagai kohesi sosial. Saat manusia hidup dalam suatu lingkungan dan
berinteraksi antara satu dan lainnya, di tempat itulah kuasa bekerja. Pada saat
yang sama, pengetahuan akan tercipta dan diterima sebagai kebenaran. Dari
perspektif ini, kita dapat dihantar kepada dialektika kuasa dan pengetahuan
yang terjadi di dalam media sosial.

Segala bentuk propaganda yang dilakukan oleh para buzzer politik
melalui produksi wacana dalam media sosial, pada akhirnya dapat saja menjadi
konvensi sosial yang diterima secara permisif dan masif sebagai sebuah realitas
kebenaran baru yang kemudian juga diterima secara normal dalam masyarakat.
Aktivitas pendisiplinan dan mekanisme kontrol yang dilakukan para buzzer
politik di media sosial menyebabkan banyak pengguna media yang mudah saja
terprovokasi oleh wacana yang diproduksi. Berhadapan dengan kondisi
masyarakat yang cenderung konsumtif dan propaganda buzzer yang lebih
menekankan pada kebenaran performatif, di mana kebenaran hanya sekadar
diciptakan untuk memantik daya tarik emosional, maka buzzer politik bisa

menjadi lonceng pertanda matinya demokratisasi media. Buzzer politik



dibiarkan begitu saja menguasai dan mengobrak-abrik ruang publik. Jika
aktivitas buzzer politik tidak disadari olen masyarakat luas sebagai wujud
kekuasan yang hendak menormalisasi, maka bisa berdampak luas terhadap
polarisasi politik yang bisa memecah-belah masyarakat, manipulasi opini publik,
disinformasi sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat, dan bisa
menimbulkan kerusuhan sosial. Semua hal ini bisa mengancam kedaulatan
negara yang memegang prinsip demokrasi, kesejahteraan rakyat diabaikan demi
kepentingan segelintir orang.

Komunikasi politik yang diidealkan dalam sebuah negara demokrasi
adalah perlu adanya transparansi informasi, akuntabilitas pemimpin dalam
pengambilan keputusan, serta tindakan partisipatif masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan. Jika hal ini tidak dijalankan dengan baik, maka bisa
dinilai bahwa ada suatu gejala penyalahgunaan kekuasaan yang hendak
dipraktikkan di dalam masyarakat. Propaganda buzzer politik menjadi salah satu
upaya menggerus aktivitas komunikasi politik yang sehat dalam
memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.

Berdasarkan masalah yang dihadapi dalam proses komunikasi politik
media massa, penulis melihat adanya potensi beberapa kelompok masyarakat
yang akan terus berupaya mengendalikan realitas sosial melalui media massa,
mereka bisa saja menggunakan berbagai macam kekuasaan yang mereka miliki.
Kekuasaan itu bisa datang dari banyak elemen, bisa berupa pengetahuan,
kemapanan modal ekonomi, serta relasi atau jaringan. Buzzer politik dalam
praktiknya di media massa, berupaya untuk merebut kedudukan sosial dan
mengendalikan realitas sosial. Melalui wacana yang mereka publikasi, mereka
berusaha menguasai ruang pengetahuan publik. Semua hal ini dilakukan oleh
buzzer untuk melanggengkan kekuasaan yang ingin memenangkan pertarungan
kepentingan politik dari sosok yang menunggangi mereka.

Berhadapan dengan hal ini, apa yang harus dilakukan sebagai orang yang
hampir setiap saat menghabiskan waktu di media sosial? Foucault dalam
pandangannya mengenai pembentukan subjek dan kesadaran manusia sebagai
makhluk moral etis, menuntut agar manusia harus terlebih dahulu menyadari

dirinya sebagai subjek yang memiliki arti dan rasa harga diri. Melalui kesadaran
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ini, setiap orang mampu bertindak sesuai tugas dan fungsinya masing-masing
dalam segala lapisan bermasyarakat. Selain itu, hemat penulis sebagai subjek
yang sadar, setiap orang perlu memiliki kehendak ingin tahu untuk menambah
wawasan dan pengetahuannya, agar kemudian ia tidak mudah terprovokasi oleh
pelbagai macam hal dalam setiap interaksi kehidupan sosialnya. Pengetahuan
yang didasari atas pertimbangan moral dan etis, tidak hanya berdampak baik
terhadap diri sendiri tetapi bisa menjangkau dan memberi pengaruh yang lebih
luas kepada banyak orang.

Di samping itu, Foucault juga meyakini bahwa kekuasaan sering
mendapat perlawanan atau resistensi. Penulis berpandangan bahwa, perlawanan
dapat dilakukan dengan pengembangan teknologi diri, salah satunya ialah
melalui pengetahuan. Kemudian, pengetahuan juga harus didasari oleh
pertimbangan moral etis, sehingga bisa membawa manusia kepada pembentukan
diri yang lebih positif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Saat hal ini sudah
dimiliki manusia, dan ditunjang dengan kemampuan mengkritik secara
sistematis dan rasional, manusia mampu membentengi dirinya dan bisa memberi
perlawanan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kita perlu
menyadari bahaya praktik kuasa yang sudah dinormalisasi seringkali
bertentangan dengan kebenaran yang seharusnya. Jika hal ini tidak disadari dan
dibiarkan terus menerus tanpa perlawanan, maka dampaknya akan semakin

memperburuk situasi sosial masyarakat.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun beberapa saran yang secara
khusus penulis anjurkan bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang
melakukan legislasi undang-undang untuk menata ruang digital dan juga

pengguna media sosial yang selalu berpartisipasi di dalam ruang digital.

5.2.1 Bagi Pemerintah

Berhadapan dengan segala penggunaan media yang berhubungan
langsung dengan sistem informasi dan transaksi elektronik, kedudukan

pemerintah memiliki andil yang besar untuk bisa mengaturnya, hingga sampai
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kepada tahap perlindungan data-data pribadi warga negaranya. Situasi ruang
digital yang tidak kondusif, bisa berdampak memecah belah kesatuan dan
persatuan bangsa. Gangguan informasi (information disorder) menjadi salah
satu masalah utama di Indonesia pada saat ini. Gangguan informasi bisa berupa
mis-information yakni pembagian informasi yang salah tanpa bermaksud
merugikan, dis-information (disinformasi) ketika informasi sengaja dibuat atau
dipalsukan, kemudian informasi tersebut dibagikan dengan tujuan merugikan
penerima informasi. Dan juga mal-information ketika suatu informasi yang
benar dibagikan untuk menyebabkan kerugian dari individu atau pihak lain.

Dari beberapa teknik penyebaran informasi dengan segala tujuannya,
pemerintah memiliki andil membuat regulasi ruang digital dengan membuat
aturan berkekuatan hukum yang mengikat dengan tujuan agar tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan yang semena-mena dari oknum-oknum tertentu,
yang berupaya mengubah tatanan sosial kemasyarakatan melalui media sosial
untuk kepentingan segelintir orang. Pemerintah juga harus melihat efek
keberlanjutan jika banyak akun anonim seperti buzzer politik dibiarkan terus
berkeliaran dan memproduksi informasi. Hal ini bisa membawa dampak pada
melemahnya demokrasi, di mana ruang partisipasi publik diminimalisir dalam
segala bentuk pengambilan keputusan.  Pemerintah perlu menyadari akan
pentingnya membangun dasar rasionalitas yang kuat dalam mempergunakan
setiap kemajuan teknologi sesuai dengan tujuan bersama. Rasionalitas tidak
hanya berpangkal pada rasionalitas untuk mencapai tujuan tertentu tetapi harus
diarahkan kepada rasionalitas komunikatif yang memungkinkan penerimaan
suatu nilai kebenaran yang intersubjektif.

Cita-cita menegakan demokrasi yang rasional juga mengharuskan
pemerintah menyadari bahwa demokrasi adalah sistem yang menekankan
persuasi dan bukan manipulasi. DPR sebagai wakil rakyat harus benar-benar
menjalankan fungsinya untuk mengawasi kinerja pemerintah dan juga selalu
siap sedia menyampaikan informasi mengenai segala kebijakan pemerintah dan
peraturan yang sedang berlaku. Media menjadi sarana yang ampuh untuk

menjalankan persuasi ini.
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Pemerintah harus sejak dini menetapkan literasi digital sebagai bagian
penting dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Hal ini bertujuan agar setiap
orang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif dan diikuti
dengan kesadaran kritis untuk selalu memberi informasi serta mengevaluasi

segala informasi yang ada di media sosial.

5.2.2 Pengguna Media Sosial

Pengguna media sosial diberi keleluasaan untuk terlibat aktif dalam segala
proses dinamika politik melalui media sosial. Pengguna media sosial, harus
menyadari akan betapa pentingnya peran serta mereka dalam membangun negara
melalui keterlibatan-keterlibatan dalam menerima informasi di media. Media sosial
menjadi ruang baru bagi demokrasi dan menjadi tempat yang aman bagi ruang
diskursus, jika masyarakat mendasari diri pada suatu kekuatan yang mampu
mengatasi segala dampak bahaya yang dihasilkan kemajuan teknologi. Pengguna
media sosial di Indonesia, dalam mengkonsumsi informasi, perlu menyadari
pentingnya memeriksa dan mengetahui secara pasti kredibilitas akun-akun yang
menyebarluaskan informasi. Pengguna media sosial harus tetap berhati-hati dengan
setiap narasi provokatif, dan juga harus diikuti oleh proses verifikasi informasi
melalui platform-platform media yang memiliki kredibilitas.

Penulis kemudian menganjurkan pentingnya literasi digital sebagai dasar
yang menentukan partisipasi dan keterlibatan pengguna di media sosial. Literasi
digital berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan media.
Pengguna media sosial semestinya mampu untuk mempelajari banyak hal dengan
mudah saat berselancar di media sosial. Dari literasi digital yang baik, setiap
pengguna mampu memilah informasi apa yang harus ia konsumsi dan apa yang
harus ia abaikan. Selain itu, literasi digital bisa membentuk orang agar bisa
berupaya memproduksi informasi di media sosial. Saat berhadapan dengan banyak
penyebaran informasi yang tidak beraturan, para pengguna media sosial harus
berupaya untuk tidak mudah terjerumus ke dalam lingkaran kuasa penyebar
informasi.

Di samping itu, sebagai pengguna media sosial yang juga memberi andil
dalam situasi politik, pendidikan politik juga perlu ditingkatkan baik melalui
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interaksi-interaksi di media sosial maupun di dunia nyata. Pengguna harus tetap
kritis dengan melihat media sosial sebagai deliberasi publik demi tercapainya
konsensus bersama. Argumentasi Kritis juga harus diperjuangkan untuk mengkritisi
kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat. Melalui media sosial, semua

orang dipermudah untuk terlibat aktif menyuarakan kebenaran.
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